- Menimbang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 09 TAHUN 2000
TENTANG

RETRIBUSI 1ZIN TRAYEK
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

®

bahwa dengan semakin meningkaitnya mobilitas orang dengan

menggunakan ar.gkutan kendaraan bermotor umum dalam Wiléyah

Kabupaten Lampung Timur serta dalam rangka peningkatan pelayanan

kepada masyarakat pemakai‘ jasa angkutar. perlu diatur Tata Cara

Retribusi Izin Trayek bagi kendaraan Angkutan Penumpang Umum

dalam Kabupaten Lampung Timur ;

b. bahwa untuk menanggulangi beban Pemerintah Daerah dalam
mengatur terselenggaranya kelancaran dan ketertiban kendaraan
Angkutan Penumpang Umum dalam kabupaten Lampung Timur
sebagainiana dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu mengatur
Retribusi Izin Trayek bagi kendaraan Angkutan Penumpang Umum ;

¢. bahwa uantuk melaksanakan scbagaimana dimaksud huruf a dan b,

perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi
Dati I l.ampung ( Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan
Lembarar Negara Nomor 2688 );
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dati IT
Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati
II Metro. ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3825 ); |




w

. Undang - undang Noraor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daeral:
( I.embaran Neggra Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839 ),

4. Undang - undang Nomor 14 tahon 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3480 );

5. Undang ~ undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah. ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,

cmbahan Lembaran Negara Nomor 3410 ), - _
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3527 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan. ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3523 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Keputusan Meateri Pernubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
10. Keputusan Menteri Dalain Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ; _
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nowor 175 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang

Ruang Lingkup dan Jenis - jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan

Tingka, 1I;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH XABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.




BAB1
KETENTUAN UMUM
i Pasal 1

Dalam Peraturan Daerali ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah

b. Daerah

(¢}

. Kepala Daerah

d. Dinas

(¢

. Kepala Dinas

f. Badan

g. Angkutan

h. Kendaraan Bermotor

1. Kendaraan Umum

j. Mobi! bus

k. Mobil Penumpang

1. Perusahaan Angkutan

adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom

yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
adalah Kabupaten I.ampung Timur ;

adalali Bupati Lampung Timur ;

adalah Dinas LL AJ Kabupaten Lampung Timur ;

adalah Kepala. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kabupaten Lampung Timur ;

adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroaan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan
néima dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkurmpulan, Firma,
Kongsi, Koperasi, Yayasan a'au Organisasi yang sejenis,
Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk

badan usaha lainnya ;

adalah pemindzhan orang dan / atau tarang dari suatu

tempat ketempat lain dengan menggunakan Kendaraan ;

adalah kendaraan yang digerakkan oleh Peralatan Teknik
yang berada pada kendaraan itu ;

adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk

dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;

adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi iebih dari
8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan
Bagasi; .

adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-
banyaknya 8 (delapan) tempat duduk pengemudi baik

dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan Bagasi ;

adalah Perusahaan yang menyediakan jasa Angkutan ‘Orang |

dan /atau barang dengan kendaraan umum di jalar ;



m. Perorangan

n. Izin Trayek

0. Kartu Pengawasan

p. Retribusi Trayek

. Surat Pemberitahuan
‘Retribusi Daerah
Yang selanjutnya di

Singkat SPTRD

r. Wajib Retribusi

s. Masa Retribusi

t. Surat Ketztapan
Retribusi Daerah
yang selanjutnya

disingkat SKRD

u. Surat Tagihan

Retribusi Daerah yang

selanjutnya disingkat

STRD.

adalah Pemilik atau Pemegang Kendaraan Umum yang tidak
tergabung dalam suatu Perusahaan Angkutan, namun

menyediakan Jasa Angkutin Orang dan atau Barang di

jalan;

adalah Keputusan Izin yang diberikan kepada Perusahaan
Angkutan dan atau Perorangan untuk menjalani suatu
Trayek dengan menggunakan Mobil Bus atau Mobil
Penumpang Umum dalam Wiluyah Kabupaten Lampung
Timur ;

adalah turunan dari setiap Izin Trayek yang diberikan pada
setiap Kendaraan Umum yang telah memperoleh Izin

Trayek ;

adalah Pungutan Daerah atas Jasa atau Pelayanan Pemberian
Izin Trayek Penumpang Angkutan Umum untuk

kepentingan orang pribadi atau Badan / Pengusaha ;

adalah Surat yang digunakan oleh Waiib Retribusi yang

terhutang menurut Peraturan Retribusi ;

adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan
Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong

Retribusi tertentu ;

adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan

perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ;

Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah

Retribusi yang terhutang ;

adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah

dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;




v. Nomor Pokol Wajib

Retribusi Daerah
(NPWRD)

. Perhitungan Retribusi
Daerah

. Surat Keietapan
Retribusi Daerah Lebih
Bayar yang selanjutnya

dandisingkat SKRDI B

. Surat Ketetapan

' Retribusi Daerah kurang
Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDKB

. Surat Kletetapan
Retribugi Daerah kurang
Bayar Tambaban yang
selanjutnya disingkat

SKRDKBT

a. a Pembayaran Retribusi

Daerah

b. b Penagihan Retribusi

Daerah

¢. ¢ Hutang Retribusi

Daerah

adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi
identitas bagi setiap Wajib Retribusi ;

adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh

Wajib Retribusi (WR) ;

adalah  Surat Ketetapan  yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit
Retribusi lebih  besar dari pada Retribusi yang terhutang

tidak seharusnya terhutang ;

adalah Surat Ketetapan yang memutuskan Dbesarnya

Retribusi Daerah vang terhutang ;

adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan

atas jumlah Retribusi Daerah yang ditetapkan ;

adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib
Retribusi sesuai dengan STRD ke Kas Daerah atau ke
tempat lain yang telah ditunjuk dengan batas waktu yang

telah ditentukan ;

adalah serangkaian kegiatan pemungut Retribusi Daerah
yang diawali dengan penyampaian Suraf Peringatan,
Surat Teguran supaya yang bersangkutan melaksanakan
kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan

jumlah Retribusi yang terhutang ;

adalah sisa hutang Retribusi atas nama Wajib Retribusi
yang tercantum pada STRD, SKRDKB dan SKRDKBT
yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih

terhutang ;




d. d Penyidik Pegawai adalah Péjabat s2lain Penyidix Umum yang mempunyai
Negeri dibidaag wewenang untuk melalnkan Penyidikan Tindak Pidana
Retribusi Daerah dibidang Lalu Lintas dan Argkutan Jalan calam Wilayah

Kabupaten Lampung Timur ;

e. ¢ Kas Daerah : adalah Kas Pemcrintah Daerah Kabupaten Lampung

Timur.

BABII
NAMY;, SUBYEK DAN OBY EK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas
pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelavanan

Angkutan Penumpang Umum pada suatu atau pada Trayek tertentu dalam Wilavahk Daerah.

~ Pasal 3
Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Trayek untuk menyediakan Angkutan Penumpang

Umumpada suatu atau beberapa Trayek terientu yang seluruhnya berada dalam Wilayah

Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Izin Trayek.

BAB I1I
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Subyek Retribusi Izin Trayek Penumpang Umum adalah termasuk golongan Retribusi

Perizinan tertentu.

( BABIV
IZIN TRAYEK DAN KARTUPENGAWASAN

Pasal §

(1). Setiap Perusahaan Angkutan dan / atau Perorangan yang mengoperasikan Kendaraan

Umum di Jalan terlebih dahulu wajib memiliki Izin Trayek.



(2). Bagi Perusahaan Angkatan dan/atau Perorangan yang telah mendapatkan [zin Trayek
pada setiap Kendaraan harus dilengkapi dengan Kartu Pengawasan.

(3). Kartu Pengawasan sebagaimzu;a. dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk sétiap
Kendaraan Umuin yang teiah mendapat 1zin Trayek.

(4). Izin Trayek dan Kartu Pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
Pasal ini, diberikan K epala Daerah atau Kepala Dinas yang ditujuk.

(5). Bentuk dan macam Izin Trayek dan Kartu Pengawasan ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

BABYV
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN TRAYEK
Pasal 7

Untuk memperoleh Izin Trayek sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Pengusaha dan /

atau perorangan wajib memenuhi syarat :

(1). Memiliki Izin Usalia Angkutan Kendaraan Bermotor sesuai dengan Perundang-
undangan yang berlaku.

(2). Memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor yang baik jalan yang dibuktikan dengan
Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Buku Uji.

(3). Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan / pool Kehdaraan Bermotor yang
dibuktikan dengar gambar lokasi dan bangunan serta Surat Keterangan mengenai
kepumi'ikan atau pengusaha / perdrangan.

(4). Memiliki atau belierja sama  dengan pthak lain yang mampu menyediakan fasilitas
pemelibaraan Kendaraan Bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap

dalam kondisi baik jalan.

Pasal 8

(1). Permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) diajukan Kepada
Kepela Dzerah cq. Kepala Dinas.

(2). Persetujuan atau penolakan Permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini diberikan dalam jangka waktu 14 ( empat belas ) hari setelah Permolonan
diterima.

(3). Penolakan Permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara
tertulis.

(4). Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Trayek scbagaimana dimaksud ayat (1)

ditztapkan oleh Kepala Daerah.




Pasal 9

(1). Izin Trayek dikeluarkan dan berlaku untuk jangka waktu 1 ( satu ) tabun dan dapat
diperpanjang kembali sctelah habis masa berlakunya.
(2). Kartu Pengawasan berlaku untuk jangka waktu 6 ( enam ) bulan dan dapat
diperpanjang kembali setelah habis masa berlakunya.
(3). Izin Trayek dan Kartu Pengawasan tidak berlaku lagi apabila ;
a. Habis masa berlakunyz dan belum / tidak diperpanjang.
b. Izin Trayek diperoleh secara tidak syah.
¢. Tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Trayek dan Ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku. v
d. Terdapa: penyimpinan antara Izin Trayek yang dimiliki dengan Rute / Travek yang
dilalui.

Pasal 10

(1). Izin Trayek sebagaimrana dimaksud Pasal 6 ayat (1) harus dilakukan pendaftaran ulang
setiap 6 ( enam ) bulan sekali dalam rangka peinbinaan, pengawasan dan nengendzlian.

(2). Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan tanpa
Izin Kepala Daerah.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 11

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan Izir yang diberikan dan jenis Angkutan

Umum Penumpang.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF
Pasal 12

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan
pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan
pemberian Izin Trayek

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 1neliputi komponen biaya survey lapangan

dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.



BAB VIII
STRUKTU DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
: Pasal 13
(1). Setiap pemberian Izin Trayek dan Daftar Ulang Kartu Pengawasan yang dikelurkan
bagi Perusahaan Angkutan dan Perorangan wajib membayar Retribusi.
(2). Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk setiap Kendaraan

adalah sebagai berikut ;

a. Kendaraan Angkutan maksimum 56 tempat duduk. ..................... Rp. 50.000,-
b. Kendaraan Angkutan kapasitas 12 s/d 30 tempat duduk. ................ Rp. 45.000,-
c. Kendaraan Angkutan kapasitas 9 s/d 12 tempat duduk. ................. Rp. 35.000,-
d. Kendaraan Angkutan kapsitas kurang dari 9 tempat duduk. I Rp. 25.000,-

(3). Besarnya Retribusi Daftar Ulang Kartu Pengawasan untuk setiap kendaraan adalah

sebagai berikut ;

a. Kendaraan Angkutan maksimum 56 tempat duduk. ..ol Rp. 25.000,-
b. Kendaraan Angkutan kapasitas 12 s/d 30 tempat duduk. ................ Rp. 20.000,-
¢. Kendaraan Angkutan kapasitas 9 s/d 12 tempat duduk. ................. Rp. 15.000,-
d. Kendaraan Angkutan kapsitas kurang dari 9 tempat duduk. ............ Rp. 10.000,-
BAB IX
WILAY AH PEMUNGUTAN
Pasal 14

Wilayah Pemungutan Retribusi Izin Trayek Aﬁgkutan Penumpang Umnm adalah tempat

ditentukan oleh Pemerintali Daeral dalam Wilayah Daerah.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 15

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah

sebagai dasar untuk menecapkan besarnya Retribusi terutang.

Pasal 16

Retribusi terutang adalah terjadi pada saat diterbitkanya SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.




BAB XI
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDAPATAN
Pasal 17

(1) Untuk meudapatkan data Wajib Retnbus1 perlu dilaksanakan pendaftaran dan
pendataan Wajib Retribusi BAIK YANG BERDOMISILI DI DALAM Wilayah
Daerah maupun yang berdomisili diluar Wilayah Daerah tetapi memiliki obyek
Retribusi di Wilayah Dacrah Kabupaten Lampung Timur.

(2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang
diperlukan berupa forrwulir pendaftaran dan pendataan yang disampaikan kepada
Wajib Retribusi yang bersangkutan. |

(3) Setelah formulir pendaftaran dan pendapatan dikirim / disampaikan kepada Wajib
Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas
Retribusi, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor
urut.

(4) Daftar i’nduk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnva dapat
dipergunaken sebagai MNPWRD.

BAB XI1
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 18

(1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengaa menerbitkan SKRD.

(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka
diterbitkan SKRD secara jabatan.

(3) Bentuk dan is1 SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2} ditetapkan oleh Kepala Dagrah.

Pasal 19

Apabila berdasarkan hasid pemeriksaan ditesnukan data baru dan atau data vang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka
dikelnarkan SKRDKBT.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN
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(1

)

3)

(D
€5

(3)

4)

(D

)
3)

M

Pasal 20

Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan melalui Bendaharawan khisus Penerima
sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRID, SKRID Jabatan
dan SKRDKBT.

Dalam Pembayaran dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerima, maka hasil
Penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24
jam.

Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 21

4

Pembayaran Kketribusi harus dilakukan secara tunai/lunas

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi
untuk mengarnisur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan vang
dapat dipertanggungjawabkan.

Tata cara pembayarin Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) diletapkan oleh
Kepala Dacrah.

Kepala Daerah atau nejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk
menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan

yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 22

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksvd dalam Pasal 25 diberikan bukti
pembayaran.
Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, Isi, Jenis, Ukuran buku dan tanda bukfi pembayaran retribusi ditetapkan oleh

Kepala Daerah.
BAB X1V
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 23

SKRD, SKRD secara jabatan sebagaiman.a dimaksud dalam pasal 18, SKRDKBT

" sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 danSlRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

20 ayat (3) dicatat dalam buky jenis Retribusi masing-masing.
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(2) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRDKBT dan STRD untuk masing-masing Wajib

3

ey
(2)

(3)

(L)

()

&)

Retribusi dicatat sesuai NPWRD.
Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai dengan Nomor Eerkas secara

berurutan.

Pasal 24

Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi.
Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar
penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi.

Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi sesuai dengan

masa Retribusi.

BABXV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 25

Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat yang lain sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 ( tujuh ) har sejak jatuh
tempo pembayaran. AA

Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat
lain yaug sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Refribusinya yang terutang.

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang
ditunjuk.

Pasal 26

Bentuk-bentuk formulir vang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah

sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(1),

(2).

BAB XVI1
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 27
Kepala Daerah dopat memberikan  pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi.
Tata cara pemberian pengurangén, keringanan dan pembebasan  Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala dacrah.
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BAB XVII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN

(1)

(2)

3)

4)

(5)

(6)

1)

(2)

3)

DAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN
Pasal 28

Wajib Retribusi dapan mengajukan ipermohonan Pembetulan SKRD dan STRD vang
dalam penerbitannya terdapat kesalahaa tulis, kesalahan hitung dan atau kekeiiruan
dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan penghapusan sanksi
administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi
dikenakan bukan kesalahannya.

Wajib Retribusi dapat mengajukan permchonan pengurangan atau pembatalan
ketetapan Retribusi vang tidak benar.

Permohounan pembefulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan,
pengurangan atau penghapusan sanksi -adninistrasi sebagaimana dimaksud pada ayvat
(2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara
tertulis oleh wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau pejabat yang dituntuk naling
lama 30 (tiga puluh; hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan
alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh
Kepala Daerah atcu Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan scjak Surat
Permohonan diterima.

Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan
pembetular, pengurangan ketetapan, psnghapusan atau pengurangan sanksi

administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVIII
TATA CARA PENYELESATAN KEBERATAN
Pasal 29

Wajib Petribusi harus mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Kepala Dacrah
untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atagz kelebihan
pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlzbih dahulu dengan hutang
Retribusi dan / atau sanksi Administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.

Atas Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan

pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembavaran Retribusi selanjutnya.
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(1)

(3).

M
)

3

(D

@

Pasal 30

Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan
perhituagan sebagaimrana dimaksud Pasal 26, diterbitkan SKRDLB paling iambat 2
( dua ) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pemabayaran

Retribusi,

. Kelebihan pcmbayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan

kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
Pengembalicn kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 ( dua )
bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Ke‘pa‘lﬁ Daerah memberikan smbalan bunga 2 %o (

dua persen ) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 31

. Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 30 dilakukan dengan menerbitkan Surat

Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

. Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 diterbitkan Bukti Pemindah

Bukuan, yang berlal u fuga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX |
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 32 ‘

Instansi pemungut Lertanggung jawab kepada Kepala Daerah

Instansi pemungut dalam melaksanakan tugasnya secara teknis harus sesuai dengan
prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Instansi pemungut wajib melaksanakan sistem Informasi Manajemen dan evaluasi

terhadap pemberian 1zin Trayek.

BAB X3
KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 33

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan
oleh Kepala Daerah atau Kepala Dinas yang ditunjuk.
Tata Cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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BAB XX1
KETENTUAN PIDANA
N Pﬁsal 34

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakau kewajibannya schingga merugikan heuangan

Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam ) bulan atau denda paling

banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3). Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata

merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, diambil tindakan tegas sesuai

Peraturan Perundang — Undangan yang berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Dacrah diberi

)

wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikn Tindak Pidana

dibidang Retribusi Daerah.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

a.

0@

Menerima,mencari, mengumpulkan Jdan meneliti keterangan atau laporan |
berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau
laporan tersebu: menjadi lengkap dan jelas.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai crang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak
Pidana dibidanz Retribusi Daerah.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan schubungan
dengan Tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.,

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan.
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, seria melakukan penyitaan terhadap bukti
tersebut.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam ranghs pelaksanaan tugas penyidikan Tindak
Pidana dibidang Retribusi Daerah,

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan selang berlangsung serta memeriksa identitas orang dan atau

dokumen yang dibawa sebagaimana dimakeud pada huruf e.
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h. Memotret seseorang yang berkaitan deugan Tindak Pidana Retribusi Daerah.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sabagai tersangka
atau saksi.

j.  Mengehentikan enyidikan

k. Meiakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikannya kepada
Penurtut Umurn, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang

Nomor 8§ tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIIi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Pelaksanaan I'eraturan Daerah i ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Lampung Timur.

i : Sukadana
L 31 Oktober 2000

[PUNG TIMUR

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lamputig Timur

Dengan : Surat Keputusan Nomor : 170 /16 /X/SK/DPRD - LTM 2000
Tanggal ‘ : 31 Oktober 2000

Diundangkan di : Sukadana

Pada Tanggal : 07 November 2000

SEKRET H KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
/ J, AXSANA TUGAS
§ 2
S ar
0O\ A

AN <-{.'!.-_..» 2 : -
- UR Pembina NIP. 010082653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 IHOMOR : 09




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 09 TAHUN : 2000

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

A. PENJELASAN UMIM

Pelayanan Jasa Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Lampung Timur merupakan jenis
Pelayanan tertentu dalar menunjang mobilitos orang dan jasa dari satu tempat ketempat

_lain untuk melaksanakan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sesuai dengan meningkatnya mobilitas orang dan jasa diikuti dengan penyedian sarana
Angkutan Umun. yang .nampu memberikan layanan kepada masyarakat dan terjangkau

oleh daya beli setrta mampu menjangkau sampai Wilayah Pedesaan.

Pelayanan Anghutan Peuesaan yang memiliki potensi berkembang di Kabupaten Lampung
Timur harus juga diikuti dengan Peningkatan Penyediaan Perangkat Hukum dan fasilitas
yang memuadai. Untuk n.enghindari terjadinya pengoperasian Kendaraan Angkutan dengan
teratur dan tertib, diperlukan pengaturan, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan vang

dilakukan oleh Pe.nerintah.

Salah satu bentuk pergaturan, pengedalian, petabinaan dan pengawasan scbagaimana
dimaksud diatas adalah Pengaturan Perizinan bagi Penyedia Angkutan Umum dalam
rangka ketertiban dan keteraturan serta menghidari terjadinya tumpang tindih pelayanan
Trayek Angkutan Umum. Sebagai konstribusi pengaturan, peagedalian, pembinaan dan
pengawasan Pelayanan Angkutan Umum, dalam Pengusahaan Angkutan Umum di Wilayah
Kabupaten Lampung Timur dipungut Retribusi sebagai sumbangsih terhadap Pendapatan
Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten Lampung Timur.

Penetapan Peraturan Daerah t:ntang Retribusi Izin Trayek Angkutan Umum di Kabupaten
Lampung Timur merupakan cealisasi penjabaran terhadap Peraturan Pcrundang—undangan
yang berlaku yang mempedcmi prinsif-prinsif pelayanan prima kepada rnasyarakat yang
tertib, teratur, berhasilguna Jan berdayaguna seluruh masyarakat khususnya di Wilayah

Kabupaten Lampung Timur dan pemakai jasa Angkutan pada umumnya.



B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 5

Pasal 6 ayot (1)

ayat (2)

ayat (3)

Pasal 7 s/d 8

Pasal 9 ayat (1)

ayat (2)
huruf a

Huruf b

: Cukup j:las

: Pengoperasian Kendaraan Umum dalam hal ini juga termasuk

Pengoperasian Keadaraan Umum  tidak dalam  trayek
menggunakan Mobil Penumpang Umum ( Taksi ) yang
dilengkapi dengan alst pencatat / pengukur besarnya tarif atau

sering disebut dengan Argometer.

: Kartu  Pengawasan  dimaksudkan untuk  melakukan

pengawasan terhadap Kendaraan Angkutan Umum yang
mengoperasikan pada suatu trayek sesuai dengan Izin Trayek
yang dimiliki, oleh karena itu Kartu Pengawasan ini harus
selalu melekat pada setiap kendaraan yang dioperasikan

sesuai Izin Trayek yang diberikan.

: Pemberian Wewenang kepada Pejabat yang ditunjuk

dimaksudkan agar lebih memudahkan dalam Pelaksanaan
pengawasan,  pengendalian dan  pembinaan  terhadap

pengusaha dan atau pengemudi angkutan umum.

: Cukup jelas.

. Perpanjangan Izin Trayek setelah habis masa berlaku 35 (lima)

tahun dapat dilakalan oleh pengusaha dan atau perorangan
dengan catatan kendaraan yang dioperasikan fetap memenuhi
persyaratan teknis dan baik ja'an serta tidak melarapani umur

teknis kendaraan yang diizinkan.

Yang dimaksud secara tidek syah adalah apabila Izin Trayek
dan Kartu Pengawasan tersebut palsu dan atau diperoleh dari
pthak lain melalu jual beli tanpa seizin Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunijuk oleh Kepala Daerah untuk mengawasi

perizinan trayek.

: Termasuk tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan

yvang berlaku antara alin memberlakukan tarif yang tidak
sesuai dengan ta:rif sebenarnya, mengangkut penumpang
melebihi  kapasitas yang ditentukan, tidak memenuhi

ketentuan Wajib Angkut Penumpang dan sebagainya.



Pasal 10 ayat (1;

ayat (2)

Pasal 11 ¢/d 19

Pasal 20 ayat (3

Pasal 21 s/d 37

: Yang dimaksud Pendaftaran|]lang adalah Daftar Ulang Kartu

Pengawasan / Feinanjangan masa berlakunya Kartu
“ 3 - -
Pengawasan untuk setiap kendaraan sesuai dengan Izin

Trayek yang diniliki.

: Yang dimaksud dengan Pengalihan adalah jika Pengusaha

dan atau Pemilik Kendaraan yang telah memperoleh Izin

- Trayek akan mengalihkannya atau memindah tangankannya

kepada pihak-pihak lain oleh sebab-sebal. tertentu misalnya
mengalami Pailit atau kerugian. Sedangkan yang dimaksud
dengan perubahan lainnya adalah jika perubahan alamat,
jumlah kendaraan atau perubahan trayek yang diinginkan

( pindah trayek ) oleh Pengusaha atau Pemegang Izin Trayek.

: Cukup jelas. '

: Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)

dimaksudkan agar Wajib Retribusi selalu taat dan tepat dalam
Pembayaran Retribusi.ketentuan ini dimaksudkan “untuk
menghindari tumbuhaya lokasi-lokasi parkir liar yang tidak

dikendahkan. - -

: Cukup jelas.




